
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

· -. ' .NOMOR I~ TAHUN ~00:).. 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN LEMBAGA PELA TIHAN KERJA 

Menimbang 

Menglngat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

· BUPATI KARANGANYAR 

a. bahwa dalam rangka untuk menerbi'tkan pendirian 
Lembaga Pelatihan Kerja perlu dilakukan pemblnaan 
terharlap pendirian Lembaga Pelatihan Kerja tersebut; 

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentan:1 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaton dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok KetenagakerjaSin (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla 
Nomor 2912) ; 

~t Undang-Undang Nomor 18 ;Tahun 1997 tantang Pajak .. 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembarar1 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ), sebagaimana 
telal1 diubah dengan Undang-Undang Nornor 34 Tahun 
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusl Daerah 
(Lembaran Negara · Republilc Indonesia Tahun 2000 
Nomor · 246, Tambahan Lembarc1n Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048) ; 

4. Undang-Undang Nomc,r 22 Tahun '1999 tenting 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara F~epubllk 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 3839 ); 

5. Peraturan Pemerintah l~ornor 71 Tahuri 1991 tentang 
Latihan Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara -, ' 
Republik Indonesia Nomor 3458); 

(3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia 
Tahu,, 200·1 Nomor 119, Tambahan Lombaran Negara 
Rer.,ublil< Indonesia Nomor 4139); 
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7. Keputusan Presid~n Reptiblik Indonesia· Nomor 34 
Tahun 19 72 tentang Tanggung Jawab Fungslonal 

-_- • ?endldlkan dan Latlhan; 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
teh!1ik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan 
bentuk Rancangan Undang--undang, Rancariga n 
Peraturan P emerlntah dan Ranr.angan Keputusa n 
Preslden ; 

9. Keputusan Mentrl Dalam Negerl Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retrlbu-si 
Daerah ; 

10.K':lputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ·175 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemerik:rnan di bldang Retribusi 
Daerah ; · 

11. Keputusan Menteri · Tenaga Kerja Republil< Indonesia 
Nomor KEP-149/MEN/2000 tentang Tata Cara 
Perizinan Lembaga Pela·lfhan KerJa ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dae rah Tlngkat II 
Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 te·ntang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkun{lan Pemerintah 
l<abupaten Daerah Tlngkat II Karanganyar ( Lembaran 
Daerah Tahun 1991 Nomor 49 ). 

Dengan persctujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ICARANGANYAR 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAI-.J DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
TENTANG RETRIBUSI PERIZ!NAN LEMBAGA PELATIHAN 
KERJA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

a. Daerah adalah Kabupaten Karangclnyar; 

b. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 
c. Pemerlntah Daerah adalah Bupatl beserta Perangkat Daera h 

Otonom yang loin sebagai Sadan Eksekutif Daerah; 



d. Perizinan adalah suatu pengesahan dari instansi yang ber!anggung jawab 
dlbldang ketena·~ak~rj'ac1n yang diberikan kepada lernbaga pelatlhan kerja 
swasta dan lembaga pelatlhan kerja perusahaan yang melatlh masyarakat 
um um untL1k dapat . menyelenggarakan pelatlhan kerja sesual dengan 
bidang kejuruannya; 

e. Lembaga Pelatihan Kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi ala u 
lembaga yang menyelenggarakan latlhan kerja bagl angkatan kerja dan 
memenuhl persyaraian yang ditetapkan; 

r. Retribusi Perizlnan Lembaga Pelatlhan Kerja yang selanjutnya disabut 
Retribusi adalah pun·gutan sebagai jasa pelayanan ata3 blmbingan dan 
pengaw~san Lembaga Pelatihan Kerja; 

g. Surat Pemberltahuan R~trlbusl Daerah yang selanjutnya dlslngkat STPRD 
adalah Surat Yang Dipergunakan olch Wajib Retribusl untuk melaporkan 
Perhitungan dan Pem bayaran Retribusi; . 

h. Surat Ketet:apan Hetrlbusi Daerah yang selanjutnya disingiat SKRD adala h 
Surat Keputu.,an yang rnenentukan besarnya jumlar1 Retribusi yang 
terutang ; -

i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang seianjutnya dislngkat STRD adala h 
Surat untuk melakukan tagihan Retribusl dan atau sanksl admlnistrasi 
berupa bunga dan denda; 

j. Retribusi Jasa Um um adalah Retribusi atas jasa yang disediakan at~. u 
dlberikan oleh Pemerlntah Daerah urltuk tujuan kepentlngan dE,n 
l\emanfaatan um um serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 

k. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

BAB II 

PERIZ~NAN 

Pasal2 

Setlap orang tltau 8adan yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja Swasta 
wajlb mempunyai iztn Lem baga Pelatlhan Kerja dari Bupa'II. 

BAB Ill 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal3 

Dengan nama Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja dipungut 
Retribusi atas pelayanan Bimbingan dan Pengawasan Lembaga Pelatiha ff~ 
Kerja. 

Pasal 4 

Obyak Retribusi adalah satiap pelayanan pemberian lzln Penyelenggaraan 
Lembaga Pelatlhan Kerja. 
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Pasal5 
.. . . . 

(1) Subyek Retribusi adalcjh orang pribadi atau Badan yang memperoleh Jasa 
btmbingan atas penyelenggaraan Lembaga Pclatlhc1n Kerja. 

(2) WAjib Retriousi adalah orang pribadi atau Sadan yang bertanggung jawab . 
atas pembayaran jr:isa bimbingan atas ~enyelenggaraan Lembaga 
Pelatihan Kerja. 

BABIV 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal6 

Retribusi $8bagaimana dimak:sud Pasal 3 Peraturan Daerah ini termasuk 
Retribu:3i Jasa Um um . 

BABV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 1 

Tingkat penggunaAn jasa Rctrlbusi dlukur berdasarkan jumlah program 
Pelatihan. 

BAB VI 

PRiNSIP PENETAPAN DAN STRUl<TUR FESARNYA 
TARIF RETRIBUSI 

Pasal8 

· (1) Prlnsip penetapan tarlf Retribusi didasarkan pada pengeluaran lzin 
Pendlrlan Lembaga Pelatihan Kerja 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inl adalah biaya 
blmblngan dan pengawas~n terhadap pendlrian Lembaga Pelatlhan Kerja. 

Pasal 9 

1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi uitetapkan sebagai berikut : 

a. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan 1 (satu) program pelatihan 
sebesar Rp. 200 .000,00 (dua ratus ribu rupiah); 

b. Lembaga Pelatihan Korja Swasta dengan 2 (dua) program pe!alihnn 
sebesar Rp. 250.000,00 (d~a ratus lima puluh ribu rupiah); 

c. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan 3 (tiga) program pelatihan 
sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratu.s rlbu rupiah); 

d. Lembaga Pelatlhan Kerja Swasta dengan leblh dari 3 (tlga) program 
pelatihan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh rlbu rupiah); 
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e. Setiap Penambahan Program Pelatihan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh 
puluh lima ribu rupiah). 

(2) Besarnya tarip .ratribu..si daftar ulang izin ditetapkan sebesar 50 % (lima 
puluh persen) dari tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. 

BAB VII 

WlLA YAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi yang terutcmg dipungut di Wilayah Daerah. 

BAB VIII 

M1~.SA DAN SAA T RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 

(1) Masa Retribusi adalah Jangka yang lamanya 5 (llma) tahun. 

· (2) Saat Ret.ribusl tc9rutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

BABIX 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETR!BUSI 

Pasal 12 

(1) Pemungutan Retrlbusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusl dipungut dengan menggunakan SKRD atau ciokumen lain yang 
diporsamakan. • 

(3) Bentuk dan isi SKRD s,ebagaimana dima.ksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan 
oloh Bupati. 

BABX 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal13 
. 

Dalam hal wajib Retribusi tidak mombayar tepat p'"da waktunya atau kurang 
membayar, dil<enalcan sanksi adrr,inistrasl berupa bunga 2 %. (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang d!bayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 



...... BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 14 

(1) Pembayaran Retrlbusl dllakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
dl~unjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dlpersam aka n. 

(2) Dalam hal pernbayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka 
hasil penerimaan Retrlbusi harus disetor ko Kas Daerah selambal­
lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang dltentukan oleh Bllpatl. 

Pasal 15 

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai. 

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dcapat merhberlkan lzin kepada Wajib 
Relribusl untuk mengangsur Retribusi terutang dalarn jangk~ waktu 
tertentu dengan alasan ynng dapat dlpertanggungjawabkan. 

(3) Tata cara pe.m bayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pas al ini 
dttetapkan oleh Bupati. 

Pasal 16 

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daera h 
ini diberikan tanda bukti pembayaran. 

(2) Bentuk, isl, ur.uran tanda bukti pembayarnn Retribusi ditetapkan ale h 
Bupatl. 

BAB XII 

T'ATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 17 

(1) Pengeluara n Surat teguran a tau peringatan sebagai aw al tindaka n 
penagihan dlkeluarkan 7 (tujuh) harl sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 {tujuh) harl setelah tanggal surat teguran a1au 
perlngatan wajlb retribusi harus melunasl retrlbusl y:rng tcrutang. 

(3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dttetapkan oleh Bupati. 

BAB XIII 

TATA CARA PENGU RANGAN 1 KERINGANAM DAN 
Pt:MBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 18 

(1) Bupatl dapa1. mr.berikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
Retribusi. 
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(2) Tata cara pemberian pengurangan, ker[nganan dan pembebasan 
Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditet.apkan oleh Bupati. 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal19 

(1) Wajib Retribusi y~ng tidak m~lakuanakan kewajibannya ~ahingga 
maruglkan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 _ 
(enam) bulan atau d_enda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi 
yang terutang. 

(2) Tindak pidana seb::igaimnna dimaksud ayat (1) Pas.al lni adalah 
pelanggaran. 

BAB XV 

PENYIDIKAN 

Pasal2O 

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintlh Daerah diberi 
wewenang sebagai penyidik untuk melakukan ponyidikan tindak pldana 
dlbldang Retribusi Daerah. 

(2) Wewenang penyidik ~euagaimana dimaksud ayat (1) pasal inl adalah : 

a. Menerima, moncari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencar1 dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi c?.tau badan tentang kebenaran perbuatan yang clilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusl Daerah t.ersebut; 

c. Memlnta keter angan dan bahan buk.ti darl orang pribadi atau bad,m 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; . 

d. Memeriksa buku~buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 1a:in 
berkenaan dengan · tindak pidana dibidang Retribusi D:aerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melaktJkan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut ; 

f. Memlnta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidik~n tindak pidana dlbidang Retribusi Daerah ; 

g. Menyuruh berhenti, melarang ses0orang meninggalkan ruangan at.au 
tempat pada saet pe.meriksaan sedang berle,ngsung dan mamoriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e ayat ini; · · · · 

h. Memotret SE?seorang yang berkaitan dengan tindar. p!dana Retribusi 
Daerah; ' · 

i. Memanggil sesoorang untuk didengar keterangannya dan . diperiksa 
sebagai tersangka tttau saksi ; 

j. Menghentikan penyidikan ; 



k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Oaer"ah menurut hukum yang dapat dlpe1tanggung jawabkan. 

(3) Penyidikan sebag2.irnana dimaksud ayat (1) Paseil ini memberitahukan dimulainya 
penyidikan tindak pi9!3~a. d_an menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Urnum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Krtab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal21 

Hal-hal yang belum diatur dala:n Peraturan Daerah ini al<an diatur oleh ,Bupati sepanjang 
mengenai pelaksanaannya. · 

Pasal22 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap ora.,g dapat mengetahuinya, memerlntahk~n pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Ka!)upaten 
Karanganyar. 

Ditetapkan di Karanganyar . 
.. pada tanggal 1'7 jut,i ~00 ~ 

NGANYAR 

.;-..) 

, ,t)~t?l:J~o., ., · ADJL s.H 
it:\ . r , L..:n.•7'• . 'I)-' J 

'·· .. \ ",' _,,>·_7· ·:.~--;-~;::.·:~.; .. :·~· 
. ••"..;, .·.·~ : •• 'I:·:". 

Diundangk . !i Karanganyar 

' J \..[f7j ~ ex, 2. 

RAH 

.; 

~ · · 

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN KAR.ANGANY AR 
T Ai-IUN loo ·:i.. :'\JOMOR !>-9 SERI c. .n 



PENJELA.SAN 
PERATURAN.DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR \ 4 TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRU·JUSI PERIZINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA 

I. PENJEI ASt'\N UMUM. 

II. 

Dalnm rnngka m-~nin•Jk,itken rnuti.i' h:!v:,an Lambaga Ps·!atlhon 
Kerjn malah1i per.goioiaan manajemen Lembctga Pelatihan Kerja dan 
memberlkan perlindungan kepada ma~yarakat yang mengikuti l2tihan 
!<erja di Lemba0~ f->elatihan Kerja, rnc\ka Pemerint~h D~erah melakukan 
blmbingan da~ pengawasan tHrhadap obyek-obyek yang 
menyolongg,;;r~1killn pelatihan kerja sehirigga kuaiitas l<alulusan dari 
Lembaga P1;1latihan Kerja akan dapat dipertanggungjawabkan. 

Bahw.::i !~dribusi Pr,ri~1:,ali Lemb1gn Pelatihan Kerja 
sepenuhr,ya naff,j,,<.H kewenangan dan tanggt.:ng jawab Pemerintah 
Daarnh, maka 1.:r,V .. 1k mni-r,berikt1n dasar huk1.1mnya perlu diatur dan 
ditewpka:, d(!n(;;Ul P:::i.:Jl.lib:1 D;.Jr.~r,~:, . 

PENJELJ\SAN PASAL. DEMI PASAL. 

Pasal ., ,:·'...!~~'JP je;~.:; I 

Pasnl 2 cuk1 'P hi••,:--·..: J'" (;1, ., 

Pasa! 3 cukur. ;--:-~J;, 
Pasal 4 ~u!<up jo!us 
Pasal 5 :?.y·:,t en n1k•1p j~-r-:1-'"· . . , .• ' t, ....... 1 

·J~t' \· ( ') \ ' (;. . .... , ,:;1..1kup ji:Jl.'..1:.; 
P:1s:-1i G .~ .[ ., : •, j·· i·• •• 

,_\..(, ,, · ·}' 0 v .w 

Pasal 7 cukup jldlas 
Pasal 8 a~U"i ()) ~Jl-,up j\?Jlas 

ay<lt (2) cukup jela~ 
P,asal 9 cukup !f?las 
Pasal , r,. cu~ ... ~ j~,,;1~ . .; . 
Pasal .. 

.:.}'r.il (1) cukup j<:,ld~ I I 

«yut(2) c:ukup ji1lns 

Pasal 12 uv;.t (~ i 1~\4~~up jelc..::.. 
•• -~ f · { ,~,, 
")' •~Ii. If·. .. , 1hr"' je1a·~ .._, • ', t_. I • ,J 

• •,• 1•· t (3) ('!!,a "' c:Jkup jelas 
Pasai 13 c\1r~i.1p j!!las 
Pasal 14 ayat('l) cuf ~up jelas 

ayat (2) cukup jeias 
Pasal ·15 ayat (1) cukup }~las 

~yut (2', cukup j1;1las 
. 3' .;.y,H r J cukup jelas 

Pasal 16 ,iyai (1) cukuµ ;elas 
ayat (2) t~ukup j0!as 

Pasal 17 ayat (1) cukup jelas 
uyat (2) ·- . c.ukup jelns 

. .:.._ 

-· , 



Pasal 18 ayat (1) cukupjelas 
nyat (2) cukup jelas 

Pasal 19·a9at(1J cukup jelas 
:iyat (2) cukup .lelas 
ayat (3) cukup jelas 

Pasal - 20 r:ul<.up Jelas 
Pasal 21 cukt!p jelas 
Pasal ,, 

c1.1Jrnp jelas 

r 
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